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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan 

di dunia Internasional khususnya di Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah ini 

tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga 

karena dunia ini akan selalu di isi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari 

anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan 

mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang dan cinta kasih

diantara umat manusia khususnya para orang tua.

Pembicaraan di dunia Internasional nampaknya tidak sepi akan masalah 

perlindungan terhadap anak. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak

berawal dari “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”1, yang kemudian dibahas

*) • • dalam “Konvensi Hak-hak Anak” . Indonesia sendiri membicarakan mengenai

www.Googlc.com, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum 
nomor 2I7A(I/I) tanggal 10-12-1948, khususnya dinyalakan pada:
Tidak seorangpun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara 
sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran pidana 
harus dianggap tidak bersalah., diakses tanggal 12-03-2007.
2 wwvy.Google.com, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Resolusi Majelis Umum nomor 109 tanggal 20- 
11-1989, mulai berlaku tanggal 2-9-1990, khususnya dinyatakan pada:
Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, 
menjadi sasaran penyiksaan atau perlakukan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau

1

http://www.Googlc.com
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masalah dan usaha perlindungan anak juga mendapat perhatian khusus masyarakat 

dan pemerintah dengan keluarnya peraturan yang menyangkut masalah anak, yakni 

dengan “lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak” . 

Perhatian ini, sejalan dengan apa yang menjadi prinsip dari Declaration Jenewa dan 

Declaration of Human Rights. Tujuan atau dasar pemikiran dari pengadilan anak itu 

sendiri adalah perlindungan hukum. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran itulah 

baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat, wujud dan tujuan dari 

perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

“Keberadaan anak yang ada di lingkungan masyarakat memang perlu 

mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya 

kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas 

kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain 

atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena masa 

pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari 

lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak 

sudak menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut sudah tidak

dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan 

aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun masalahnya

pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk 
jangka waktu yang sesingkat-singkatnya., diakses tanggal 12-03-2007.
3 Dalam konsideran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak, dirumuskan:
Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan 
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan 
memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan 
secara khusus.
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apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan

karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan

dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya,

sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa” .

Upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang tersebut terhadap

“Anak Yang Bermasalah”5, maupun terhadap “Anak Nakal”6 yang dijatuhi hukuman

oleh Hakim, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor

12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 
cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa terhadap anak nakal

sama

pembinaannya dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan

pembimbingannya dilakukan di Balai Pemasyarakatan.

4 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.ix.
Dalam Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, dirumuskan:
Anak yang mengalami masalah kelakukan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang 
dari norma-norma masyarakat.
6 Dalam Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak, dirumuskan:
Anak Nakal adalah: a.anak yang melakukan tindak pidana b.anak yang melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

I
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Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Upaya Pembinaan

Terhadap Anak Nakal.

Rumusan MasalahB.

Melihat permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak1.

terhadap anak nakal?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan

tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Menyadari luasnya pembahasan yang dapat dilakukan terhadap peranan 

Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka supaya pembahasan skripsi ini tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada dan menjadi lebih terarah, penulis hanya 

menitik beratkan pada “fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam 

pembinaan anak nakal”.

upaya
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Tujuan PenelitianD.

Berdasarkan hal-hal sebelumnya, maka secara keseluruhan penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak nakal di Lembaga1.

Pemasyarakatan Anak.

Untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam pembinaan2.

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap anak nakal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan mengenai pembahasan anak nakal dan 

pembinaannya.

Secara praktis diharapkan dapat menambah informasi terbaru bagi praktisi 

hukum dan orang-orang yang berminat mengenai pembinaan anak nakal dalam 

rangka pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani pidana penjara di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak.

1.

2.
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Metode PenelitianF.

Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan “pendekatan yuridis empiris” , 

yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya data 

yang langsung di dapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan, dalam hal ini merupakan penelitian terhadap efektifitas hukum. 

Pendekatan yuridis empiris berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang menyangkut pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak, antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

1.

Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada

data primer dan deta sekunder. Data primer sebagai data utama, sedangkan data 

sekunder hanya sebagai pelengkap dan penunjang data primer.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang, dengan alasan bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya ada di 

kota Palembang.

Usmawadi dkk. Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Labolatoriun 
Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 208.
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4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik pemasyarakatan dan aparat 

melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.Ayang

Palembang.

Sampel dalam penelitian ini di tentukan secara purposive sampling dan 

random sampling, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan 

pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel didasarkan 

sifat-sifat tertentu yang dipandang berkaitan dengan permasalahan terhadap: 1.Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, 2.Kepala Seksi Bimbingan 

Napi / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, sementara 

teknik random sampling dilakukan terhadap 3orang anak didik pemasyarakatan 

berdasarkan kriteria umur antara 12 tahun-18 tahun, yang masing-masing berkaitan 

dengan tindak pidana pencurian (1 orang), tindak pidana penganiayaan (1 orang), dan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika (1 orang).

Tehnik Pengumpulan Data5.

Data Primera.

“Data primer”8 diperoleh dengan melakukan interview terhadap 

informan yang terdiri dari: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A 

Palembang, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, serta 3(tiga) orang Anak Didik 

Pemasyarakatan.

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1968, hlm. 52.
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Data Sekunder

“Data sekunder”9 diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Studi 

kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum:

Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun

b.

1)

1974, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 12 Tahun 1995, UU

Nomor 3 Tahun 1997, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 23

Tahun 2002.

Bahan hukum sekunder terdiri dari: hasil karya kalangan hukum.2)

Bahan hukum tertier terdiri dari: media elektronik, kamus hukum dan3)

kamus bahasa Indonesia.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas

melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga

permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

9 Soerjono Soekanto. Ibid.
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